





A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu tujuan pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan 
umum. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan 
menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan disemua 
bidang untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia. 
Indonesia   merupakan suatu negara yang menganut sistem otonomi daerah 
dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah membuat Undang-
Undang nomor 9 tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 
tahun 2014 membahas tentang pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah 
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
Pada pelaksanaan sistem otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan 
wewenang kepada pemerintah kota/kabupaten untuk mengelola dan mengatur 
pemerintah daerah baik dari segi pembuatan kebijakan maupun sumber pembiayaan 
program. 
Sumber pembiayaan yang utama bersumber dari pendapatan asli daerah 
(PAD) yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk 
 
 
mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber 
pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat maka perlu diatur 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan 
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa 
retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), yang 
berguna untuk membantu pembiayaan pelaksanaan program otonominya, yang 
mampu mengatur urusan rumah tangganya sendiri selain dari penerimaan dana 
yang berasal dari pemerintah pusat atau subsidi bantuan, selain itu retribusi daerah 
juga merupakan penarikan pungutan pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang 
disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau badan.  
Dalam hal ini pemerintah daerah mendapatkan wewenang yaitu pengelolaan 
anggaran daerah untuk menjalankan otonominya sendiri. Anggaran daerah terdiri 
dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. Selanjutnya belanja daerah  adalah semua kewajiban daerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. Sedangkan belanja modal adalah berupa pengeluaran belanja yang 
bersifat pengadaan atau pembelian atau pembangunan asset yang berwujud 
bermanfaat untuk masyarakat.  
Setiap tahunnya pemerintah daerah membuat program untuk melaksanakan 
tugas otonomi daerahnya dalam meningkatkan pembangunan dibidang ekonomi, 
 
 
termasuk pembangunan tempat wisata. Untuk merealisasikan program-program 
tersebut pemerintah daerah mendapatkan dana hibah dari pemerintah pusat yang 
sebelumnya sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah yang disebut Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam satu periode anggaran 
pemerintah daerah harus memanfaatkan anggaran tersebut semaksimal mungkin 
demi terlaksananya program dan kegiatan.  
Keuangan daerah memegang peranan sangat penting dalam merealisasikan 
kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. maka dalam pengelolaannya harus 
dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Dengan 
adanya keuangan daerah akan meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam 
pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah 
dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, keuangan 
daerah merupakan salah satu faktor dalam mengukur secara nyata kemampuan 
daerah dalam melaksanakan otonomi dan menyangkut upaya dalam mendapatkan 
uang ataupun membelanjakannya. 
Dalam melaksanakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan 
agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dikelola dengan baik. Dengan 
adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah yang 
kemudian berdampak pada peningkatan kebutuhan daerah untuk untuk pembiayaan 
pembangunan. Hal tersebut mempertegas semakin diperlukannya pengeloaan 
keuangan daerah yang baik dan benar. 
 
 
Pengeloaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan pengelolaan 
keuangan daerah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Karena itu 
membutuhkan sumberdaya manusia yang handal tetapi juga harus didukung dengan 
kemampuan keuangan daerah yang memadai sehingga akan berpengaruh dalam 
kemajuan suatu daerah. 
Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD). APBD disusun sesuai dengan 
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kemampuan pendapatan daerah. 
Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka 
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. 
APBD mempuntai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan 
stabilisasi. 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan 
tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan 
DPRD. APBD merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah yang berkaitan 
dengan uang dimana pada saat tertentu manfaatnya bisa benar-benar dirasakan oleh 
masyarakat. 
Dalam merealisasikan anggaran masih banyak Satuan Kinerja Perangkat 
Daerah (SKPD) yang belum optimal dalam penyerapan anggaran, dikarenakan 
banyaknya kasus yang menyangkut penyalahgunaan anggaran sehingga SKPD 
ketakutan untuk menggunakan anggaran. Oleh karena itu, dapat menyebabkan tidak 
 
 
optimalnya kinerja pemerintah daerah. Berbagai cara telah dilakukan untuk 
mengoptimalkan penyerapan anggaran agar efektif dan efisien, seperti melakukan 
Virtual Musrenbang yang dilakukan langsung dengan 27 kabupaten dan kota 
diseluruh Jawa Barat secara serentak melalui Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 
Secara Elektronik (LPSE) dan pengelolaan Keuangan Daerah melalui sistem 
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD. Namun fakta menunjukan 
bahwa belum ditemukan adanya perubahan berarti terkait dengan penyerapan 
anggaran. Sehingga akan menyebabkan keterlambatan kegiatan perekonomian dan 
akan menyebabkan kerugian negara. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Indramayu pada anggaran belanja tahun 2017-2018 masih belum 
terealisasikan 100%. Untuk lebih jelasnya mengenai realisasi anggaran belanja 
pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu tahun 2017-2018 
dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 1.1 
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2017-2018 
 
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu 
Bisa dilihat berdasarkan tabel di atas tentang realisasi anggaran belanja 
tahun 2017-2018 mengalami penurunan, pada tahun 2017 realisasi belanja 
Tahun Anggaran Realisasi Anggaran % 
2017 36.065.146.433.00 34.821.574.547.00 96,55 
2018 30.751.294.869.00 23.805.197.171.00 77,41 
 
 
mencapai 96,55% sedangkan pencapaian realisasi pada tahun 2018 hanya mencapai 
77,41%. Penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu mencapai 19,14%. 
Kemudian bisa dilihat juga pada realisasi anggaran belanja modal pada 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu tahun 2017-2018 masih 
belum terealisasikan 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihatpada tabel berikut :  
Tabel 1.2 
Realisasi Anggaran Belanja Modal tahun 2017-2018 
Nama akun Pagu anggaran Realisasi Anggrana Terealisasi 
Tahun 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Belanja 36.065.146.433.00 30.751.294.869.00 34.821.574.547.00 23.805.197.171.00 96,55 77,41 
Belanja 
Modal 
            
23.591.974.200.00 19.505.661.000.00 23.468.540.860.00 14.184.113.500.00 99,48 72,72 
     Belanja 
peralatan dan 
mesin
            
904.761.060.00 170.440.000.00 903.505.550.00 97.800.000.00 99,86 57,38 
     Belanja 
Gedung dan 
Bangunan
            
2.421.068.140.00 87.695.000.00 2.299.060.310.00 80.521.000.00 94,96 91,82 
     Belanja 
jalan, irigasi
            
dan jaringan 20.266.145.000.00 19.195.000.000.00 20.265.975.000.00 13.953.350.000.00 100 72,69 
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu 
Bisa dilihat dari tabel di atas, diketahui bahwa penyerapan anggaran belanja 
modal pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu terjadi 
penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2017 ke tahun 2018, pada belanja 
modal tahun 2017 presentasenya 99,48% dan menurun pada tahun 2018 yaitu 
mencapai 72,72%.  
Penyerapan anggaran belanja modal yang dianggarkan dapat memberikan 
dua kemungkinan. pertama, bisa menunjukan adanya efesiensi anggaran. Kedua, 
 
 
jika terjadi selisih kurang maka mungkin terjadi kelemahan dalam perencanaan 
anggaran belanja modal yang kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut 
dikarenakan adanya program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan secara efektif. 
Hasil data penyerapan anggaran belanja modal di Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Indramayu pada tahun 2017-2018 presentasenya masih 
dibawah 95%, berdasarkan Peraturan Kementrian Keuangan pada PMK nomor 258 
tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas 
Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian/Lembaga, menjelaskan bahwa instansi 
pemerintah dan satu tahun anggaran minimal penyerapan sebesar 95% dan 
kemudian instansi tersebut mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP), jika dibawah 95% maka satuan kerja tersebut akan mendapatkan sanksi 
yaitu pengurangan alokasi dana.  
 Berdasarkan fenomena penyerapan anggaran belanja modal yang ada pada 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu, dilihat dari pencapaian 
realisasi dari akun belanja modal maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
yang berjudul “Analisis Faktor Penghambat Penyerapan Anggaran Belanja 
Modal di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu Tahun 
2017-2018” 
B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang dan data yang peneliti dapat yang sudah di 
paparkan di atas, maka identifikasi masalah yang di dapat yaitu : 
1. Berkaitan dengan perencanaan anggaran pada tahun 2018 
 
 
2. Berkaitan dengan penyerapan anggaran belanja modal tahun 2018 
3. Berkaitan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ketakutan 
menggunakan anggaran 
4. Berkaitan dengan program yang tidak dilaksanakan secara efektif 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan data yang peneliti dapat, maka 
rumusan masalahnya yaitu : 
1. Bagaimana proses perencanaan anggaran di Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Indramayu? 
2. Bagaimana proses pembahasan anggaran di Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Indramayu? 
3. Bagaimana proses tender yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Indramayu? 
4. Apakah ada rasa ketakutan dalam menggunakan anggaran di Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu? 
D. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan anggaran di Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu 
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pembahasan anggaran di Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu 
3. Untuk mengetahui bagaimana proses pembahasan tender yang dilakukan 
oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu 
 
 
4. Untuk mengetahui apakah ada rasa ketakutan dalam menggunakan 
anggaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu 
E. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Teoritis 
a. Sebagai pengembangan intelektual penulis dibidang keilmuan 
Administrasi Publik mengenai analisis faktor Penyerapan Anggaran di  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu 
b. Sebagai acuan peneliti–peneliti selanjutnya dalam pembahasan yang 
berkaitan dengan Faktor Penyerapan Anggaran Belanja Modal 
2. Praktis  
a. Menambah wawasan bagi penulis dalam rangka menerapkan hasil-hasil 
studi mengenai faktor penghambat dalam penyerapan anggaran dalam 
melakukan penelitian 
b. Diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Indramayu dalam rangka mengoptimalisasikan 
penyerapan anggaran sehingga apa yang menjadi tujuan Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata akan menjadi tujuannya secara efektif dan 
efisien 
c. Hasil penelitian ini sebagai bentuk pengabdian masyarakat kepada 




F. Kerangka Pemikiran 
Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran terdiri dari tiga konsep yaitu 
Grand Theory, Midle Theory, dan Operational Theory. Dimana Grand Theory yang 
di gunakan adalah Administrasi Publik, Midle Theory yang digunakan adalah 
keuangan Negara dan Operational Theory yang digunakan adalah penyerapan 
anggaran. 
Grand Theory yang digunakan yaitu Administrasi publik, yang mana 
penulis mengambil teori dari Pasolong dalam bukunya yang berjudul teori 
Administrasi Publik (2017:9). Administrasi publik adalah kerjasama yang 
dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas 
pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien. 
Middle Theory yang digunakan yaitu Keuangan Negara, yang mana penulis 
mengambil teori dari Anggara dalam bukunya yang berjudul administrasi keuangan 
Negara (2016:11). Keuangan Negara adalah kekayaan yang dikelola oleh 
pemerintah, yang meliputi uang dan barang yang dimiliki, kertas berharga yang 
bernilai uang yang dimiliki, hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, 
dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan atau 
yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, 
yayasan, maupun institusi lainnya. Secara singkat, keuangan Negara adalah semua 
hak yang dapat dinilai dengan uang, yang dapat dijadikan milik Negara.  
Operational theory yang digunakan yaitu penyerapan anggaran, yang mana 
penulis menggunakan teori dari Halim (2016:92) penyerapan anggaran merupakan 
 
 
pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode tertentu 
dipandang pada suatu saat tertentu. Maka penyerapan anggaran disini dapat 
diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai dengan yang tercantum 
dalam laporan realisasi anggaran (LRA) pada saat tertentu. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran menurut 
Halim (2016:98), yaitu : 
1. Lemahnya perencanaan anggaran 
Rendahnya daya serap anggaran mencerminkan pelaksanaan program 
pemerintah yang lemah dan kurang matang. Adanya revisi-revisi 
menyebabkan kegiatan sulit atau terlambat dieksekusi. Jika perencanaan 
dilakukan dengan matang seharusnya tidak perlu adanya revisi-revisi 
serta telah ada jadwal kegiatan yang pasti sehingga tidak menumpuk 
diakhir tahun anggaran 
2. Lamanya proses pembahasan anggaran 
Lamanya proses pembahasan anggaran di DPRD karena banyaknya 
Tarik ulur kepentingan. Seharusnya pembahasan anggaran sudah final 
sampai rincian alokasi anggaran sampai dengan bulan desember, 
sehingga bulan januari tahun berikutnya pemerintah daerah sudah siap 
melaksanakan program yang telah disepakati. Tarik ulur ini efeknya 
juga menjadikan kegiatan yang di usulkan menjadi tidak tepat sasaran.  
3. Lambannya proses tender 
Beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa 
perlu disosialisasikan lebih luas. Aturan terkini tentang pengadaan 
 
 
barang dan jasa adalah peraturan presiden (perpres) Nomor 70 tahun 
2012 yang merupakan perubahan kedua dari peraturan presiden Nomor 
54 tahun 2010. Tidak sedikit pejabat pembuat komitmen dan kuasa 
penggunaan anggaran yang masih kurang memahami ketentuan 
pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran. 
4. Ketakutan menggunakan anggaran  
Banyaknya kasus yang melibatkan  kepala daerah, pengguna anggaran, 
atau pejabat pembuat komitmen sampai harus berurusan dengan aparat 
penegak hukum karena ditemukan adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan dalam kegiatan, sehingga membuat mereka takut dalam 
merealisasikan anggaran. Sikap ketakutan pemerintah yang berlebihan 





















 Analisis faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran belanja 
modal di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu dalam 
pelaksanaannya akan baik jika memperbaiki perencanaan anggaran, pembahasan 
anggaran, proses tender, dan ketakutan menggunakan anggaran 
